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Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi pemberdayaan peternak penerima bantuan 
di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. Jenis penelitian adalah jenis deskriptif yang 
digunakan untuk mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. 
Informan pada penelitian ini ditentukan dengan teknik Purpossive. Untuk teknik pengumpulan 
data, penulis menggunakan  cara observasi, penyebaran kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, dan untuk mengukur pola 
pemberdayaan dan pendapatan  peternak penerima bantuan di Kecamatan Bambalamotu, dikaji 
dari (a) akses permodalan pada lembaga keuangan, (b) kemampuan lobbying, (c) akses terhadap 
teknologi, dan (d) akses terhadap pemasaran. Hasil penelitian peneliti diketahui bahwa pola 
pemberdayaan dan pendapatan peternak penerima bantuan di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten 
Pasangkayu yaitu: 1) Para pengusaha ternak yang tergabung dalam beberapa kelompok ternak masih 
kesulitan mengakses permodalan melalui lembaga keuangan; 2) Sebagian besar peternak tidak 
memiliki kemampuan dalam melakukan upaya lobbying; 3) Sebagian besar peternak belum mampu 
mengakses teknologi  peternakan secara maksimal; 4) Para peternak memperoleh kemudahan dalam 
mengakses pasar. 
Kata Kunci : Pemberdayaan, Peternak, Penerima Bantuan 
 
PENDAHULUAN 
Pemberdayaan masyarakat merupakan 
proses yang berkesinambungan untuk 
membangun kemampuan masyarakat dengan 
mendorong dan memotivasinya serta 
membangkitkan kesadaran akan potensinya, 
sehingga dapat mandiri dan meningkat taraf 
hidupnya. Penting sekali bagi suatu daerah 
memberdayakan masyarakatnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan anggota 
masyarakatnya. Sunyoto (2004:154), 
mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai 
proses mengembangkan, memandirikan, 
menswadayakan, memperkuat posisi tawar 
menawar masyarakat lapisan bawah terhadap 
kekuatanpenekan di segala bidang dan sektor 
kehidupan.  
Masyarakat yang mandiri sebagai 
partisipan berarti terbukanya ruang dan 
kapasitas mengembangkan potensi (kreasi), 
mengontrol lingkungan dan sumberdayanya 
sendiri, menyelesaikan masalah secara 
mandiri, dan ikut menentukan proses politik di 
ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi 
dalam proses pembangunan dan pemerintahan.  
Pemberdayaan berkembang di 
masyarakat seiring dengan konsep 
kesejahteraan. Pemberdayaan merupakan 
upaya pengembangan masyarakat yang 
diharapkan mampu membantu masyarakat 
untuk memiliki daya atau kemampuan dalam 
mengambil keputusan dan mengatasi masalah 
yang dihadapi secara mandiri agar mampu 
berpartisipasi aktif dalam segala aspek 
pembangunan. Kemandirian yang dimaksud 
bukan berarti mampu hidup sendiri melainkan 
memiliki kemampuan untuk memilih dan 
keberanian menolak segala bentuk bantuan 
atau kerjasama yang tidak menguntungkan.  
Secara singkat dapat dipahami bahwa 
pemberdayaan sebagai upaya untuk 
meningkatkan kemampuan dari sasaran yang 
diberdayakan. Dasar pemikiran suatu sasaran 
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atau disebut sebagai penerima manfaat, 
menurut Mardikanto (2013:149) adalah selain 
pihak penentu kebijakan dan pembangunan, 
utamanya adalah masyarakat kelas bawah 
seperti golongan masyarakat akar rumput atau 
grassroots dan masyarakat termarjinalkan. 
Sasaran atau penerima manfaat yang dimaksud 
dalam hal ini adalah masyarakat yang 
mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan 
atau ketertinggalan dari berbagai aspek, 
sehingga perlu diupayakan kesetaraan untuk 
mengoptimalkan kemampuan melalui proses 
pemberdayaan. 
Pemberdayaan masyarakat menjadi 
salah satu pendekatan yang kini sering 
digunakan dalam meningkatkan kualitas 
kehidupan dan mengangkat harkat martabat 
masyarakat. Konsep ini menjadi sangat 
penting terutama karena memberikan 
perspektif positif terhadap orang miskin yang 
tidak lagi dipandang sebagai orang yang serba 
kekurangan melainkan sebagai orang yang 
memiliki beragam kemampuan yang dapat 
dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Selain 
pemerintah, organisasi-organisasi pelayanan 
sosialpun melakukan hal sama dalam konsep 
pemberdayaan masyarakat.  
Kehadiran program pemberdayaan 
masyarakat di Indonesia merupakan harapan 
bagi seluruh masyarakat. Namun sebenarnya 
yang menjadi masalah utama adalah bukan 
bagaimana program pemberdayaan terlaksana, 
tetapi bagaimana program tersebut membuat 
masyarakat menjadi mandiri dan dapat 
mensejahterakan masyarakat. 
Sapi merupakan komoditas strategis 
yang perkembangannya sangat mendukung 
perkembangan ekonomi masyarakat, 
dikarenakan sebagian besar dipelihara dan 
dikembangkan oleh petani. Konsekuensi logis 
dari keadaan tersebut, perlu ditunjang oleh 
perkembangan peternakan sapi agar 
mampumenyediakan produksi daging sapi dan 
dapat terjaga kelangsungan usahanya. Dalam 
usaha mencapai skala pemeliharaan yang 
dapat memenuhi standar minimal kebutuhan 
hidup keluarga, peternak diperlukan beberapa 
upaya pemberdayaan peternak. Kecamatan 
Bambalamotu adalah daerah yang berpotensi 
untuk pembangunan pada subsektor 
peternakan, hal ini dibuktikan dengan potensi 
wilayah berupa padang pengembalaan yang 
cukup luas dan hijauan pakan ternak sehingga 
cukup potensial untuk pengembangan ternak 
sapi potong. Berdasarkan data populasi ternak 
sapi potong Kabupaten Pasangkayu dengan 
jumlah keseluruhan pada Tahun 2017, 
Kecamatan Bambalamotu menduduki 
peringkat teratas untuk populasi sapi. Saat ini 
di Kecamatan Bambalamotu terdapat 
kelompok tani ternak yang tergabung dan 
anggotanya merupakan dari warga sekitar. 
Kecamatan Bambalamotu sendiri memiliki dua 
pulih satu kelompok tani ternak, namun 
diantara kelompok tani ternak tersebut masih 
ada satu kelompok yang kurang aktif. Pada 
tahun 2017, melalui program pemberdayaan 
masyarakat pemerintah daerah telah 
memberikan bantuan sebanyak 8 ekor ternak 
sapi betina dan 7 ekor jantan pada kelompok 
peternak sapi di Kecamatan Bambalamotu, 
program bantuan ini merupakan program 
bantuan sapi yang kelima kalinya yang 
diberikan pemerintah daerah kepada para 
kelompok tani ternak di kecamatan tersebut. 
Namun yang menjadi permasalahannya adalah 
pemberian bantuan sapi ke kelompok masih 
dalam bentuk hibah sehingga dinilai tidak 
mendidik para peternak, para peternak berbuat 
semaunya karena mereka beranggapan bantuan 
yang diberikan tersebut secara cuma-cuma 
tanpa perlu dipertanggungjawabkan sehingga 
bantuan ternak tersebut tidak dikelola dengan 
baik. Sehingga sampai saat masih ini masih 
banyak kelompok tani ternak yang tidak 
mengalami peningkatan dalam usaha ternak 





Jenis penelitian yang dipakai oleh 
peneliti adalah jenis deskriptif yang 
mempelajari masalah-masalah yang ada serta 





tata cara kerja yang berlaku. Metode deskriptif 
menurut Sugiyono (2011:21), metode 
deskriptif adalah metode yang digunakan 
untuk menggambarkan atau menganalisis 
suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 
untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 
Sedangkan menurut Moh. Nazir (2005:4) 
“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia, suatu 
objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 
masa sekarang”. 
 
Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Lokasi Penelitian ini di Kecamatan 
Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu. 
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih 
adanya masalah terkait Pola pemberdayaan 
kelompok tani ternak penerima bantuan sapi 
guna kemandirian ekonomi masyarakat di 
Kecamatan Bambalamotu Kabupaten 
Pasangkayu. Pemberian bantuan sapi ke 
kelompok masih dalam bentuk hibah sehingga 
dinilai tidak mendidik para peternak, selama 
ini pihak pemerintah hanya memberikan 
bantuan berupa materil seperti bantuan ternak, 
pendanaan, dan lain sebagainya, namun disisi 
tingkat pengetahuan dan kesadaran anggota 
kelompok tentang pentingnya pengelolaan 
ternak sapi sebagai bagian dari sumber mata 
pencaharian masih sangat rendah. Tidak 
adanya upaya pemberdayaan melalui program 
edukasi pengelolaan ternak membuat para 
anggota kelompok ternak masih kurang 
mampu mengakses modal melalui kredit di 
lembaga keuangan, akses terhadap teknologi 
yang minim sehingga banyak peternak yang 
masih mengandalkan cara-cara tradisional 
dalam mengembangkan usaha ternaknya.  
Adapun waktu penelitian ini 
diperkirakan berlangsung selama tiga bulan 
yaitu bulan Agustus hingga Oktober 2019. 
 
Informan Penelitian 
Informan dalam penelitian adalah orang 
atau pelaku yang benar-benar tahu dan 
menguasai masalah, serta terlibat lansung 
dengan masalah penelitian. Informan adalah 
objek penting dalam sebuah penelitian. 
Informan adalah orang-orang dalam obyek 
penelitian yang dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan 
kondisi obyek penelitian. Pemilihan informan 
sebagai sumber data dalam penelitian ini 
adalah berdasarkan pada asas subyek yang 
menguasai permasalahan, memiliki data, dan 
bersedia memberikan imformasi lengkap dan 
akurat.  
Informan yang bertindak sebagai sumber 
data dan informasi harus memenuhi syarat, 
yang akan menjadi informan narasumber 
dalam penelitian ini adalah sejumlah pihak 
yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. Pada penelitian kualitatif tidak 
dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa 
tergantung dari tepat tidaknya pemilihan 
informan, dan kerumitan dari keragaman 
fenomena sosial yang diteliti. Dengan 
demikian, informan pada penelitian ini 
ditentukan dengan teknik Purpossive. Menurut 
Sugiyono (2011:68), “Purpossive adalah 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu”. Sehingga informan yang dilibatkan 
dalam penelitian ini ialah 21 orang masyarakat 
yang tergabung dalam beberapa kelompok 
petani ternak yang ada di Kecamatan 
Bambalamotu. Adapun pertimbangan dalam 
penentuan informan pada penelitian ini adalah 
para peternak yang tergabung dalam kelompok 
tani ternak yang yang menerima bantuan 
ternak, benar-benar mengetahui tentang 
program pemberdayaan peternak di 
Kecamatan Bambalamotu, kooperatif serta 
mampu mempertanggungjawabkan segala 
informasi yang disampaikan kepada peneliti. 
 
Definisi Konsep 
Definisi konsep merupakan penjelasan 
dari masing-masing konsep yang digunakan 
dalam penelitian. Definisi konsep dalam 
penelitian ini adalah Pemberdayaan, 
Eksistensi, Kemandirian Ekonomi, dan 
Peternak. 
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Teknik Pengumpulan Data 
Teknik dalam pengumpulan data, penulis 
menggunakan beberapa cara yaitu Observasi, 
Kusioner, Wawancara dan Dokumentasi. 
 
Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian. Instrumen penelitian adalah 
perangkat untuk menggali data primer dari 
Informan sebagai sumber data terpenting 
dalam sebuah penelitian kualitatif. Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner 
dan pedoman wawancara yang dibantu dengan 
alat-alat pendukung seperti kamera dan alat 
tulis. 
Daftar pertanyaan merupakan alat yang 
digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 
respon dan tanggapan informan terhadap 
pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 




Penelitian ini menggunakan metode 
analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif 
adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam 
statistik deskriptif antara lain adalah penyajian 
data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 
pictogram, perhitungan modus, median, mean 
(pengukuran tendesi sentral), perhitungan 
desil, persentil, perhitungan penyebaran data 
melalui perhitungan rata-rata dan standar 
deviasi, perhitungan persentase. (Sugiyono, 
2011:207-208). Untuk menjawab pertanyaan 
penelitian “bagaimana pola pemberdayaan 
peternak penerima bantuan di Kecamatan 
Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu”, dan 
untuk mengukur pola pemberdayaan dan 
pendapatan peternak pada peternak penerima 
bantuan di Kecamatan Bambalamotu minimal 
ada empat aspek yang harus dikaji, yakni; (a) 
akses permodalan pada lembaga keuangan, (b) 
kemampuan lobbying, (c) akses terhadap 
teknologi, (d) akses terhadap pemasaran. Dari 
keempat alat pengukuran pemberdayaan ini, 
cara menganalisisnya menggunakan tabel 
frekwensi (Sucihatiningsih, 2014). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Lokasi Penilitian 
Kecamatan Bambalamotu merupakan 
salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang 
merupakan wilayah pemekaran dari 
Kecamatan Pasangkayu. Kecamatan 
Bambalamotu terletak pada koordinat 1°4’ - 
1°7’ Lintang Selatan dan 119°34’ Bujur 
Timur, yang berbatasan dengan:  
Di sebelah Utara: Kecamatan Bambaira 
Di Sebelah Selatan: Kecamatan Pasangkayu 
Di Sebelah Timur: Selat Makassar  
Di Sebelah Barat: Provinsi Sulawesi Tengah 
Luas Wilayah Kecamatan Bambalamotu 
secara keseluruhan adalah 242,96 km
2
 atau 
sekitar 7,64 persen dari total luas wilayah 
Sulawesi Barat. Ibukota Kecamatan 
Bambalamotu adalah Kelurahan Bambalamotu 
yang berjarak 19 Km dari ibukota kabupaten.  
Secara administratif Kecamatan 
Bambalamotu terbagi menjadi 1 kelurahan dan 
6 desa. Masing-masing desa tersebut terbagi 
lagi menjadi beberapa wilayah administrasi 
dibawahnya yaitu dusun. Desa terjauh dari 
ibukota kecamatan adalah Desa Pangiang (14 
Km) dan yang terdekat adalah Desa 
Randomayang (4 Km). Adapun wilayah 
Kecamatan di Kecamatan Bambalamotu lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 









1. Polewali 35,26 14,51 
2. Pangiang 21,47 8,84 
3. Bambalamotu 13,61 5,60 





4. Kalola 96,19 39,59 
5. Randomayang 17,27 7,11 
6. Wulai 59,17 24,35 
Total 242,96 100 
 
Pemerintahan 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah 
berwenang untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini 
diarahkan pemerintah untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan 
peran serta masyarakat.  
Kecamatan Bambalamotu terdiri dari 6 (enam) 
Desa/Kelurahan, yang semuanya merupakan 
desa defenitif. Desa Kalola merupakan desa 
dengan jumlah dusun terbanyak yaitu 11 
dusun. Sedangkan Randomayang merupakan 
desa yang paling sedikit jumlah dusunnya, 
yaitu 8 dusun. Pusat pemerintahan Kecamatan 
Bambalamotu terletak di Desa Randomayang. 
Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan-
nya, kecamatan ini mempunyai 79 pegawai 
laki-laki dan 74 pegawai perempuan yang 
bertugas di beberapa instansi kecamatan. 
 
Kondisi Demografi 
Informasi data kependudukan merupakan 
kebutuhan dasar untuk melakukan sebuah 
perencanaan dalam sebuah masyarakat. Dari 
data kependudukan tersebut dapat dibuat sebuah 
proyeksi beberapa tahun kedepan, sehingga 
perencanaan tidak hanya digunakan untuk 
kebutuhan sesaat saja namun dapat 
diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. 
Proyeksi penduduk tersebut bukan merupakan 
ramalan, tetapi perhitungan ilmiah yang 
didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu 
berdasarkan komponen-komponen laju 
pertumbuhan penduduk. 
Jumlah penduduk Kecamatan 
Bambalamotu Tahun 2017 tercatat sebanyak 
19.203 jiwa yang terdiri dari laki-laki 9.723 
jiwa, perempuan 9.480 jiwa dan tersebar di 6 
(enam) Desa/Kelurahan, dengan jumlah 
penduduk terbesar yakni 3.989 jiwa (20,77%) 
mendiami Desa Kalola dan jumlah penduduk 
yang terkecil yakni 2.033 jiwa (10,58%) 
mendiami Desa Wulai. Kepadatan penduduk 
di Kecamatan Bambalamotu pada Tahun 2017 
telah mencapai 43,15 jiwa per km². 
Eksistensi Pemberdayaan Peternak 
Penerima Bantuan di Kecamatan 
Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu 
 
Akses Permodalan Pada Lembaga Keuangan 
Sebagai wilayah agraris, sektor 
peternakan sapi juga seharusnya memiliki 
peran yang amat strategis dalam mendukung 
pembangunan wilayah khususnya pada 
wilayah pedesaan di Kecamatan Babalamotu 
Kabupaten Pasangkayu. Ditinjau dari 
potensinya, sektor peternakan sapi ini menjadi 
salah satu sumber mata pencaharian sebagian 
besar penduduk di Kecamatan Bambalamotu 
setelah pertanian, hal ini dikarenakan nilai jual 
sapi yang cukup tinggi. Selain karena faktor 
pendidikan rendah, sebagian masyarakat 
beternak sapi dikarenakan pekerjaan turun 
temurun dan dirasa dapat dijadikan suatu 
pekerjaan yang menghasilkan pemasukan yang 
cukup. Macam-macam jenis pemeliharaan sapi 
yang mereka lakukan yaitu baik secara 
individu atau pemeliharaan sapi di rumah 
maupun secara bersama-sama yaitu dengan 
penempatan sapi atas beberapa pemilik dalam 
sebuah kandang bersama dan dikelola secara 
bersama-sama dalam suatu kelompok tani 
ternak.  
Sama halnya dengan usaha tani ataupun 
usaha-usaha baik makro maupun mikro 
lainnya, usaha ternak sapi membutuhkan 
modal, modal sangat mempunyai pengaruh 
yang besar, karena tanpa adanya modal suatu 
usaha tidak akan terbentuk, sehingga jika 
dalam usaha modal itu tidak ada sama sekali, 
akan mempersulit jalannya suatu usaha. Dari 
hasil penelitian diketahui bahwa menyangkut 
modal pertama kali, seluruh responden 
menyatakan bahwa dalam membangun usaha 
ternaknya, mereka mengumpulkan dana secara 
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swadaya sebagai modal awal menjalankan 
usaha ternak sapi, yang mana dana swadaya ini 
mereka manfaatkan untuk kebutuhan 
pembelian bibit dan juga biaya pembuatan 
kandang, serta keperluan perawatan atau 
pemeliharaan ternak. 
Persebaran penduduk pada 6 (enam) 
wilayah Desa/Kelurahan cukup merata, meski 
luas wilayah setiap Desa/Kelurahan tidak 
sama. Kelurahan Bambalamotu yang terkecil 
luas wilayahnya mempunyai kepadatan 
penduduk 290 penduduk setiap kilometer 
persegi. Sementara itu Desa Wulai mempunyai 
kepadatan penduduk terendah per 
kilometernya, yakni 34 jiwa setiap kilometer 
persegi. 
Satu di antara upaya untuk memperoleh 
suntikan dana, para peternak harus mampu 
mengakses modal melalui lembaga keuangan 
yang dalam hal ini ialah lembaga keuangan 
formal seperti Bank, Koperasi, Pegadaian, 
Leasing, dan lembaga-lembaga keuangan 
lainnya untuk memperoleh pinjaman kredit. 
Lembaga keuangan tersebut berfungsi sebagai 
penyalur dana dalam bentuk kredit yang 
diberikan kepada masyarakat berupa pinjaman 
dana atau tambahan modal untuk kelancaran 
usahanya. Sehubungan dengan masalah ini, 
berikut peneliti akan kemukakan tanggapan 
responden terkait akses permodalan mereka 
pada lembaga keuangan. 
Tabel 2.  Tanggapan Responden Terkait 
Akses Permodalan Dengan 
Melakukan Peminjaman Pada 






Sering  1 5 
Jarang 0 0 
Tidak pernah 20 95 
Total 21 100 
 
Hasil analisis statistik deskriptif di atas 
menunjukkan dari sekian banyak kelompok 
usaha tani ternak yang ada di Kecamatan 
Bambalamotu hanya terdapat satu kelompok 
saja yang sering melakukan peminjaman pada 
lembaga keuangan formal, sementara 
kelompok lainnya tidak melakukan 
peminjaman pada lembaga keuangan formal 
seperti Bank, Koperasi, Pegadaian, Leasing, 
dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal 
ini diakibatkan oleh lemahnya pengetahuan 
para peternak ini terhadap pentingnya 
keberadaan lembaga keuangan sebagai 
penyedia layanan keuangan guna membantu 
menstimulasi permodalan usaha masyarakat 
dengan bunga yang rendah tentunya.  
Minimnya pengetahuan para peternak tentang 
pentingnya keberadaan lembaga keuangan atau 
pembiayaan, berimbas pada pola pikir mereka. 
Banyak dari peternak yang masih menganggap 
bahwa melakukan peminjaman di bank adalah 
uapaya yang sia-sia dan rumit serta berbelit-
belit, akibatnya mayoritas peternak yang 
tergabung dalam beberapa kelompok tani 
ternak di Kecamatan Bambalamotu tersebut 
kurang mengalami perkembangan dalam usaha 
mereka, padahal terdapat lembaga-lembaga 
keuangan formal yang menyediakan kredit-
kredit formal yang hadir ditengah-tengah 
mereka seperti bank, leasing, pegdaian, dan 
lain sebagainya. Ditambah lagi persyaratan 
yang ditawarkan lembaga kredit, dirasa 
memberatkan bagi sebagian peternak dalam 
mengakses modal pada lembaga keuangan 
tersebut. Yang mana untuk melakukan 
peminjaman lembaga keuangan formal 
tersebut, pemohon harus memenuhi syarat dan 




Lobbying atau lobi merupakan suatu 
upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu 
pihak yang memiliki kepentingan tertentu 
untuk memperoleh dukungan dari pihak lain 
yang dianggap memiliki pengaruh atau 
wewenang dalam upaya pencapaian tujuan 
yang ingin dicapai. 
Lobi adalah suatu upaya pendekatan 
yang dilakukan untuk mempengaruhi dengan 
tujuan kepentingan tertentu. Dalam 





perkembangannya lobi dimaknai sebagai 
upaya pendekatan. Lobi adalah pendekatan 
awal yang menjurus ke suatu tujuan yang 
menguntungkan, baik satu ataupun kedua 
belah pihak. Kegiatan lobi tidak hanya 
diperlukan oleh individu untuk memperoleh 
apa yang menguntungkan dari pihak lain, 
tetapi juga diperlukan bagi kepentingan suatu 
organisasi. Bagi suatu organisasi seperti 
halnya kelompok tani ternak di Kecamatan 
Bambalamotu, kegiatan melobi diperlukan 
demi suksesnya pelaksanaan rencana-rencana 
kerja kelompok tersebut dalam mencapai 
tujuannya. Dalam kegiatan Lobi ini para 
kelompok tani ternak melakukan penyampaian 
argumentasi-argumentasi yang bersifat 
mendukung posisi kelompok tersebut kepada 
pejabat yang berkompeten sehingga dapat 
memberikan dukungannya kepada kegiatan-
kegiatan kelompok tani ternak tersebut. 
Sehubungan dengan hal ini, maka peneliti 
akan uraikan hasil jawaban para responden 
tentang upaya lobi para kelompok tani ternak 
di Kecamatan Bambalamotu kepada pihak 
yang berkompeten untuk mengajukan usul 
pengadaan program tentang peternakan sapi, 
sebagia berikut. 
 
Tabel 3. Tanggapan Responden dalam 
Upaya Lobi Pengajuan Program 
Pengadaan Ternak Sapi 
Jawaban  Frekuensi Persentase (%) 
Sering  4 19 
Jarang 17 81 
Tidak pernah 0 0 
Total 21 100 
 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel di 
atas, menunjukkan bahwa mayoritas 
responden (yakni 17 orang/81%) jarang 
melakukan upaya lobi kepada pihak yang 
berkompeten untuk mengajukan usul 
pengadaan program tentang pemberdayaan 
peternak sapi, dan selebihnya (yakni 4 
orang/19%) menjawab sering melakukan 
upaya lobi kepada pihak yang berkompeten 
untuk mengajukan usul pengadaan program 
tentang pemberdayaan peternak sapi. Dari 
hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa upaya 
Lobi terhadap pihak-pihak yang berkompeten 
dalam hal ini pemerintah, dewan legislatif, 
instansi di bidang peternakan, dan pihak-pihak 
swasta masih jarang dilakukan oleh sebagian 
besar peternak, sehingga program-program 
pemberdayaan sangat jarang diadakan, adapun 
beberapa peternak yang sering melakukan 
upaya Lobi tersebut lebih sering memperoleh 
bantuan berupa bibit ternak, indukan, dan dana 
stimulasi untuk mendukung berjalannya usaha 
para peternak tersebut, adapun pemberdayaan 
dalam bentuk pelatihan-pelatihan ataupun 
penyuluhan terkait pengelolaan usaha ternak 
secara umum masih jarang dilakukan. Hal ini 
juga diakibatkan oleh kebanyakan peternak 
yang tergabung dalam beberapa kelompot tani 
ternak tersebut hanya merekomendasikan 
program bantuan bibit ternak, dan lain 
sebagainya dalam Lobi  mereka kepada para 
pejabat publik utamanya pemerintah daerah. 
Ketrampilan lobbying adalah kemampuan 
dalam mengolah kedua hal tersebut dalam 
suatu bentuk kesatuan yang utuh dan tidak 
hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, 
tapi juga jangka panjang. 
 
Akses Terhadap Teknologi 
Peternakan sapi di Kecamatan 
Bambalamotu oleh beberapa kelompok tani 
ternak merupakan sebuah aktivitas usaha 
pengembangbiakkan dan pembudidayaan sapi 
guna memperolah manfaat serta hasil dari 
kegiatan tersebut. Kegiatan peternakan sapi ini 
bukan hanya pada aspek pemeliharaaan saja, 
akan tetapi kegiatan ini untuk mencari 
keuntungan dengan menerapkan berbagai 
prinsip-prinsip pengelolaan pada aktivitas 
pemeliharaan hewan ternak tersebut yang 
mana telah dikombinasikan secara optimal.  
Adopsi teknologi dalam peternakan sapi 
merupakan suatu upaya meningkatkan 
produktivitas usaha ternak, karena dengan 
adopsi teknologi ini diharapkan akan 
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meningkatkan kualitas dan kuantitas produk 
yang kemudian juga akan memberikan efek 
terhadap pendapatan dan kemajuan usaha 
ternak tersebut. Strategi peningkatan adopsi 
teknologi yang tepat diperlukan guna 
memaksimalkan kekuatan dan peluang serta 
meminimalkan kelemahan dan ancaman yang 
ada pada peternakan sapi, sehingga tujuan 
peternakan sapi dapat dicapai. 
Namun pada umumnya saat ini, 
pemeliharaan sapi pada peternak rakyat di 
pedesaan cenderung masih menggunakan 
teknologi yang bersifat sederhana dan 
berdasarkan pengalaman. Hal ini berimplikasi 
pada masih rendahnya produktivitas dari 
ternak sapi potong yang sebagian besar 
dipelihara oleh masyarakat perdesaan secara 
tradisional. Kondisi ini jelas saja akan 
menimbulkan dampak serius berupa 
menurunnya populasi dan merosotnya kualitas 
genetik bibit ternak. Tanpa upaya yang 
signifikan dalam jangka panjang dapat 
dipastikan bahwa ternak sapi akan mengalami 
penurunan hebat dan pada akhirnya 
masyarakat akan tergantung sepenuhnya pada 
produk daging import. Maka dari itu, sangat 
dibutuhkan upaya cepat untuk mengadopsi 
inovasi yang benar-benar diinginkan dan 
dibutuhkan oleh peternak skala kecil dan 
menengah.  
Kemajuan usaha peternakan sapi harus 
didukung dengan teknologi yang tepat 
sehingga secara maksimal mampu 
meningkatkan produksi, namun dalam 
praktinya banyak peternakan sapi di wilayah 
pedesaan saat ini tidak sepenuhnya memahami 
dengan benar penggunaan teknologi tersebut. 
Pengetahuan tradisional sangat penting untuk 
pengamanan pangan dan sistem usaha 
peternakan dalam jangka panjang, namun 
inovasi dan pengetahuan modern perlu 
dimanfaatkan dan disinergikan dengan 
pengetahuan lokal yang merupakan aset dalam 
rangka membangun sektor peternakan yang 
berkelanjutan, karena pada dasarnya kedua 
pengetahuan tersebut komplementer. 
Sepatutnya pemerintah selalu memperhatikan 
hal ini, dimana pemerintah melalui instansinya 
yang berkompeten di bidang peternakan harus 
mampu membimbing para peternak, 
menyalurkan berbagai informasi terkait 
teknologi pengelolaan usaha ternak melalui 
berbagai media, sehingga petani dapat belajar 
dan mengadopsi berbagai praktik pengelolaan 
usaha ternak sapi yang baik dan benar. 
Selain itu, upaya peningkatan layanan 
informasi bagi peternak dan mendorong 
motivasi mereka untuk menggali dan 
menguasai informasi merupakan aspek yang 
sangat penting untuk dilakukan. Adanya 
peningkatan layanan informasi tidak terlepas 
dari ketersediaan informasi, kelembagaan 
komunikasi di setiap desa atau kecamatan, 
serta ketersediaan akses informasi. 
Peningkatan layanan informasi oleh 
pemerintah melalui lembaga terkait terhadap 
peternak akan mempercepat proses transfer 
teknologi yang telah dihasilkan oleh lembaga-
lembaga penelitian. Sehubungan dengan hal 
ini, pada pengamatan peneliti menunjukkan 
bahwa pihak pemerintah Kabupaten 
Pasangkayu masih amat jarang 
mentransmisikan berbagai informasi terkait 
teknologi usaha ternak sapi kepada para 
peternak. Padahal jangkauan informasi 
terhadap teknologi tepat guna amat penting 
bagi peternak agar dapat menjadi rujukan 
mereka dalam mengelola usaha ternaknya 
dengan metode-metode yang lebih 
kontemporer, sehingga menunjang 
produktivitas dan kulitas dari usaha peternakan 
itu sendiri. Berkaitan dengan masalah ini pula, 
peneliti juga memperoleh informasi dari 
penyebaran kuesioner yang dapat dilihat 
hasilnya pada tabel berikut. 
 
Tabel 4. Tanggapan Responden 
Sehubungan Dengan Akses Informasi 







Sering  6 29 





Jarang 15 71 
Tidak pernah 0 0 
Total 21 100 
 
Akses Terhadap Pemasaran 
Pembangunan di bidang peternakan 
diarahkan untuk meningkatkan produksi 
peternakan guna meningkatkan kebutuhan 
pangan, kebutuhan industri dalam negeri, 
meningkatkan ekspor, meningkatkan 
pendapatan peternak, memperluas kesempatan 
kerja, dan mendorong kesempatan berusaha. 
Pengembangan sektor peternakan khususnya 
ternak sapi potong di Kecamatan 
Bambalamotu memiliki arti yang sangat 
strategis dan berperan penting dalam struktur 
perekonomian daerah. Pengembangan ternak 
sapi menjadi alternatif pilihan karena 
kenyataannya ternak tersebut mempunyai 
peranan yang cukup penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Karenanya komoditas ini perlu ditetapkan 
pemerintah menjadi perioritas utama untuk 
dikembangkan.  
Seperti halnya usaha-usaha lainnya, 
usaha ternak sapi juga membutuhkan 
keberadaan pasar. Untuk mencapai pasar 
tersebut, maka dibutuhkan proses pemasaran, 
pemasaran merupakan proses lanjutan dari 
proses produksi sehingga pemasaran 
mempunyai peranan penting bagi usaha 
peternakan. Pemasaran diperlukan untuk 
menyampaikan produk peternakan ke 
konsumen baik secara langsung maupun tidak 
langsung, yang dalam hal ini yang dimaksud 
tidak langsung adalah melalui pedagang 
perantara. Kemampuan menghasilkan produk 
tetapi tidak disertai kamampuan untuk 
memasarkan produk tersebut adalah suatu hal 
yang sangat beresiko pada kehancuran suatu 
usaha, jika pengusaha ternak kurang mampu 
membaca dan mengakses peluang-peluang 
pasar yang potensial dan yang memiliki 
prospek cerah, bisa berakibat pada pemasaran 
ternak yang cenderung statis dan monoton, 
baik dilihat dari segi kualitas, maupun pasar. 
Oleh karena itu permasalahan di bidang 
pemasaran pada usaha kecil seperti halnya 
usaha ternak sapi ini harus ditempatkan 
sebagai masalah utama diantara masalah-
masalah lainnya.  
Pemasaran memiliki posisi amat 
strategis dalam sebuah usaha khususnya dalam 
usaha peternakan sapi, tanpa adanya proses 
pemasaran jelas produk tidak akan sampai ke 
konsumen, dan pastinya hal ini akan 
berdampak pada income dari usaha tersebut, 
dimana produk tidak akan terjual dan akan 
menyebabkan kerugian dan bahkan membuat 
usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. 
Melihat hal tersebut, jangkauang peternak sapi 
di Kecamatan Bambalamotu terhadap 
pemasaran sangat penting. Dengan melakukan 
suatu pemasaran yang baik maka akan 
membuat banyak orang tahu tentang produk 
usaha ternak sapi tersebut, dan memungkinkan 
banyak konsumen yang tertarik untuk membeli 
sehingga mendatangkan income bagi usaha 
tersebut. Sehubngan dengan akses peternak 
sapi di Kecamatan Bambalamotu terhadap 
pemasaran dapat dilihat pada hasil penelitian 
berikut. 
 
Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang 
Akses Terhadap Pemasaran 






Setuju 15 71 
Ragu-Ragu 6 29 
Tidak Setuju 0 0 
Total 21 100 
 
Pendapatan Peternak Penerima Bantuan di 
Kecamatan Bambalamotu Kabupaten 
Pasangkayu 
Prospek pengembangan usaha 
peternakan sapi potong di Kecamatan 
Bambalamotu cukup mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah 
ternak sapi potong di Kecamatan 
Bambalamotu mencapai 12.801  ekor, dan 
merupakan jumlah populasi ternak sapi potong 
terbesar di Kabupaten Pasangkayu. Sistem 
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pemeliharaan ternak sapi potong yang 
diterapkan peternak di Kecamatan 
Bambalamotu adalah sebagian besar masih 
sistem tradisional.  
Pada umumnya usaha beternak sapi 
potong ini dilakukan oleh masyarakat secara 
turun temurun dari orang tua mereka. Ternak 
sapi yang dimiliki selain dijual, pada umumnya 
ternak sapi tersebut dimanfaaatkan tenaganya 
untuk membantu masyarakat dalam mengelola 
lahan pertanian (sawah) yang dimiliki. Namun 
mereka masih menganggap usaha ternak sapi 
yang mereka jalankan hanya sebagai usaha 
sampingan untuk menambah penghasilan 
keluarga. Analisis pendapatan dalam usaha 
peternakan sapi diperlukan untuk mengetahui 
selisih besarnya hasil produksi yang diperoleh 
dengan besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan 
selama satu tahun pemeliharaan. Melalui analisis 
pendapatan ini peternak dapat membuat suatu 
rencana berkaitan dengan pengembangan usaha 
yang dikelolanya. Untuk dapat menganalisa 
pendapatan dari usaha peternakan sapi potong 
maka sebelumnya harus diketahui semua 
komponen pengeluaran selama proses produksi 
serta penerimaan yang diperoleh dari hasil 
penjualan hasil produksi. 
Pendapatan merupakan selisih dari total 
penerimaan dengan total biayayang 
dikeluarkan dalam melakuan suatu usaha. 
Pendapatan pada usaha sapi potong diperoleh 
dari hasil penerimaan usaha sapi potong di 
kurangi total biaya yang dikeluarkan selama 
satu tahun. Jika nilai yang diperoleh adalah 
positif, maka dapat dikatakan bahwa usaha 
tersebut memperoleh keuntungan sedangkan 
jika nilai yang diperoleh bernilai negatif, maka 
dapat dikatakan bahwa usaha peternakan yang 
digeluti tersebut mengalami kerugian. Hal ini 
sesuai dengan Adapun besarnya pendapatan 
petani peternak pada usaha sapi di Kecamatan 
Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dapat 




Tabel 6. Besarnya Pendapatan pada Usaha 











33,392,000 22,247,000 11,145,000 
6-10 
Ekor 
56,616,000 38,587,000 18,029,000 
> 10 
Ekor 
84,398,000 54,515,000 29,883,000 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat 
bahwa pendapatan pada usaha sapi diperoleh 
dari selisih antara hasil penerimaan dengan biaya 
produksi. Pendapatan pada usaha sapi yang 
terbesar skala kepemilika ternak >10 ekor 
sebesar Rp. 29,883,000 dan terkecil pada skala 
kepemilikan ternak 1-4 ekor sebesar Rp. 
11,145,000. Perbedaan keuntungan yang 
diperoleh peternak berbeda-beda disebabkan 
karena perbedaan jumlah populasi ternak sapi 
potong yang di miliki petani-peternak. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang tengah 
dibahas secara sistematis pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pola pemberdayaan dan pendapatan 
peternak penerima bantuan di Kecamatan 
Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu yaitu 
sebagai berikut. 
Para pengusaha ternak yang tergabung 
dalam beberapa kelompok ternak masih 
kesulitan mengakses permodalan melalui 
lembaga keuangan, sebagian besar kelompok 
tani ternak tidak melakukan peminjaman pada 
lembaga keuangan formal seperti Bank, 
Koperasi, Pegadaian, Leasing, dan lembaga-
lembaga keuangan lainnya. Hal ini diakibatkan 
oleh lemahnya pengetahuan para peternak ini 
terhadap pentingnya keberadaan lembaga 
keuangan sebagai penyedia layanan keuangan 
guna membantu menstimulasi permodalan 
usaha masyarakat dengan bunga yang rendah. 





Sebagian besar peternak tidak memiliki 
kemampuan dalam melakukan upaya lobbying, 
hal ini dikarenakan ketidakmampuan mereka 
dalam melakukan komunikasi dan lemahnya 
kompetensi yang dimiliki oleh anggota 
kelompok membuat mereka sulit melakukan 
lobi kepada pemerintah dan pihak-pihak 
lainnya. 
Sebagian besar peternak masih belum 
mampu mengakses teknologi di peternakan 
secara maksimal, sehingga saat ini masih ada 
sebagian besar peternak yang masih 
menggunakan cara-cara tradisional dalam 
mengelola usaha ternaknya. 
Para peternak memperoleh kemudahan 
dalam mengakses pasar, hal ini dikarenakan 
Kecamatan Bambalamotu merupakan wilayah 
yang juga terkenal dengan jumlah potensi 
ternak sapi yang cukup besar di banding 
wilayah lainnya di Kabupaten Pasangkayu. 
Selain itu, lokasi para peternak yang mudah 
dijangkau oleh pembeli baik itu konsumen 
akhir maupun pedagang perantara juga 
menjadi faktor utama yang memudahkan para 
peternak dalam memasarkan ternaknya. 
Rata-rata pendapatan peternak sapi 
potong pada berbagai skala kepemilikan di 
Kecamatan Bambalamotu adalah pada skala 1-
4 ekor rata-rata pendapatan yang didapat 
sebesar Rp.11,145,000. pertahun, skala 6-10 
ekor sebesar Rp.18,029,000. pertahun dan 
untuk skala >10 ekor pendapatannya sebesar 
Rp.11,145,000. pertahun. Perbedaan 
pendapatan/keuntungan yang diperoleh 
peternak berbeda-beda dipengaruhi perbedaan 
jumlah populasi ternak sapi yang dimiliki oleh 
setiap kelompok. 
Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan yang 
dikemukakan oleh peneliti di atas, adapun 
saran penelit terkait masalah yang ditemukan 
di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 
Diharapkan adanya upaya dari 
pemerintah melalui instansi terkait untuk 
mengedukasi dan mendorong para peternak 
sapi di wilayah Kecamatan Bambalamotu 
tentang pentingnya adanya lembaga keuangan 
formal dalam membantu permodalan mereka. 
Pra peternak harus mampu 
meningkatkan kemampuannya dalam 
berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pihak-
pihak yang berkompeten utamanya pemerintah 
agar kegiatan lobbying dapat dilakukan dengan 
hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Perlunya inisiatif dan kerjasama antara 
kelompok ternak dan penyuluh untuk 
memprogramkan kegiatan pelatihan 
pengelolaan ternak dengan memanfaatkan 
teknologi tepat guna, sehingga peternak dapat 
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